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TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP SPT DAN PERSEPSI WAJIB
PAJAK TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib
Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak
memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib
Pajak tiap tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah memiliki usaha,
NPWP, dan telah membayar pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan
terhadap 51 sampel dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan ditinjau dari
jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP,
dan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun dan tidak adanya perbedaan persepsi
Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ditinjau dari jenis
usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha, lama Wajib Pajak memiliki NPWP, dan
jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun.

Kata Kunci:  Pemahaman, Persepsi, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
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UNDERSTANDING LEVEL OF TAXPAYERS TOWARDS SPT AND PERCEPTION OF
TAXPAYERS TOWARDS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
91/PMK.05/2015

ABSTRACT

The purpose of this study is to know whether there is a difference between level of understanding
of Taxpayers towards Surat Pemberitahuan and the perspective of Taxpayers towards Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 in terms of Taxpayers’ types of businesses, how
long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of
taxes paid by Taxpayers. The sample of this study was Taxpayers who have had their own
businesses, NPWPs, and have paid their taxes in Yogyakarta. Data processing are done with 51
samples using Chi-Square test.The results shows that there is no difference between level of
understanding of Taxpayers towards Surat Pemberitahuan in terms of Taxpayers’ types of
businesses, how long Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and
the amount of taxes paid by Taxpayers and perception of Taxpayers towards Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 in terms of Taxpayers’ types of businesses, how long
Taxpayers had their businesses, how long Taxpayers had their NPWPs, and the amount of taxes
paid by Taxpayers.

Keywords:  Understanding level, Perception, Taxpayer, Surat Pemberitahuan, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang
melaksanakan program pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional
ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya
kesejahteraan rakyat, suatu negara dapat berkembang menjadi negara maju. Namun,
untuk merealisasikan program pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang besar.
Salah satu sumber dana terbesar di Indonesia yang dapat membiayai program
pembangunan adalah dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, 70%
pembiayaannya berasal dari pajak. Namun pendapatan pajak negara belum optimal.
Data penduduk pada Januari 2015 yang berjumlah 254,8 juta, di dalamnya terdapat
penduduk usia produktif di atas 15 tahun sebanyak 206,6 juta. Dari 206,6 juta
penduduk usia produktif, penduduk yang telah memiliki pekerjaan potensial sebanyak
44 8juta. Namun, sayangnya hanya 26.8 juta penduduk Indonesia yang tercatat
sebagai wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya selisih yang cukup besar antara
penduduk yang telah tercatat sebagai Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang
seharusnya maka akan berdampak pada selisin pendapatan pajak riil dengan

pendapatan pajak yang semestinya.



Penerimaan pajak negara yang kurang optimal disebabkan karena adanya
ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan mereka.
Menurut Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (2015), kondisi dunia
perpajakan Indonesia masih belum ideal dan kulturnya belum terbangun dengan kuat.
Padahal Indonesia telah menerapkan sistem self assessment untuk memudahkan
Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Melalui self assessment, Wajib
Pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka. Namun, karena
kultur yang masih kurang kuat, masih banyak Wajib Pajak yang menghindari
pembayaran pajak. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak di tahun
pertama akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk tidak membayar pajak
pada tahun kedua dan tahun pajak berikutnya karena penghindaran pembebanan
denda pajak yang tinggi. Dengan permasalahan tersebut, penerimaan pajak negara
tidak akan optimal.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak adalah
menerapkan salah satu bentuk Tax Amnesty yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91/PMK.03/2015. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 betujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan atau
membetulkan Surat Pemberitahuan, serta membayar atau menyetorkan kekurangan
pembayaran pajak agar berdampak pada peningkatan pendapatan pajak negara.
Obyek sasaran kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
adalah Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan atau membetulkan SPT,
dan Wajib Pajak yang terlambat membayar atau menyetorkan pajak karena

kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya. Dengan adanya Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, sanksi administrasi pajak pada tahun-
tahun sebelumnya dapat dikurangkan atau dihapuskan, sehingga beban pajak yang
ditanggungkan dapat menjadi lebih ringan.

Indonesia pernah menerapkan kebijakan tax amnesty pada tahun 1984, namun
pelaksanaannya tidak efektif karena sosialisasi regulasi pajak yang minim sehingga
wajib pajak kurang mendapatkan informasi kebijakan pajak yang terbaru.
Berdasarkan pengalaman penerapan kebijakan pajak sebelumnya, penerapan
kebijakan tax amnesty saat ini diharapkan lebih baik dari sebelumnya dan
memberikan hasil yang diharapkan. Penerapan tax amnesty pada tahun 2015
menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pengamat ekonomi. Menurut ekonom
Indonesia, Aviliani (2015) kebijakan tax amnesty bisa efektif sebagai solusi untuk
meningkatkan basis pembayaran pajak, karena saat ini banyak wajib pajak yang takut
untuk melaporkan SPTnya. Begitu wajib pajak melaporkan pajaknya, maka bisa saja
hartanya habis untuk membayar pajak, karena biasanya denda pajak lebih tinggi
daripada pajaknya itu sendiri. Namun, menurut ekonom Indef (2015) kebijakan tax
amnesty adalah kebijakan hopeless dari pemerintah, karena wajib pajak yang awalnya
patuh pajak malah bisa menjadi tidak wajib pajak, dan wajib pajak yang tidak patuh
kemungkinan akan tetap tidak patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian permasalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap SPT dan Persepsi
Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.”
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menggambarkan ada tidaknya

perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan



persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

serta pengaruhnya terhadap kemauan Wajib Pajak membayar pajak, sehingga tujuan

penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dapat tercapai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan

beberapa permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

a.

Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat
Pemberitahuan yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak?

Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat
Pemberitahuan yang ditinjau dari lama usaha yang ditekuni Wajib Pajak?
Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat
Pemberitahuan yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak memiliki NPWP?
Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat
Pemberitahuan yang ditinjau dari besarnya pajak yang dibayarkan Wajib
Pajak?

Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari jenis usaha Wajib
Pajak?

Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lama usaha yang

ditekuni Wajib Pajak?



g. Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak
memiliki NPWP?

h. Apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari besarnya pajak yang

dibayarkan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak
terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari jenis usaha Wajib Pajak.

b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak
terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari lama usaha yang ditekuni
Wajib Pajak.

c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak
terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari lamanya Wajib Pajak
memiliki NPWP.

d. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman Wajib Pajak
terhadap Surat Pemberitahuan yang ditinjau dari besarnya pajak yang
dibayarkan Wajib Pajak.

e. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari jenis

usaha Wajib Pajak.



f. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari lama
usaha yang ditekuni Wajib Pajak.

g. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari
lamanya Wajib Pajak memiliki NPWP.

h. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari

besarnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak.

1.4. Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan.
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Aparatur Pajak (Fiskus)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Direktorat
Jenderal Pajak untuk mengetahui sejauh mana SPT dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 telah dipahami dan pengaruhnya terhadap
Wajib Pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengukur sejauh

mana pengetahuan, pemahaman, serta persepsi mereka mengenai Surat



Pemberitahuan dan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015.

Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan terkait
perpajakan khususnya pemahaman dan persepsi Wajib Pajak terhadap
kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak negara.

Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam

pembuatan penelitian lebih lanjut.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis membatasi masalah pembahasan pada

beberapa sebagai berikut:

a.

b.

C.

Objek penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
memiliki usaha dan NPWP.

Tempat penelitian di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap Surat Pemberitahuan
meliputi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap SPT, batas waktu
penyampaian SPT dan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian
SPT.

Persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 91/PMK.03/2015 meliputi persepsi Wajib Pajak terhadap tujuan



penerapan PMK Nomor 91 Tahun 2015 dan kemauan Wajib Pajak untuk
kembali membayar pajak jika PMK Nomor 91 Tahun 2015 diterapkan.
Perbedaan tingkat pemahaman dan persepsi Wajib Pajak ditinjau dari jenis

usaha, lama memiliki usaha dan NPWP, serta jumlah pajak yang dibayarkan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat
pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dan persepsi Wajib Pajak
terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditinjau dari
jenis usaha Wajib Pajak, lama Wajib Pajak memiliki usaha dan NPWP, serta jumlah
pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap tahun. Berdasarkan pengujian dan
pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang
dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal
jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi
terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jenis usaha Wajib
Pajak.

b. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal
jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi
terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak
memiliki usaha.

c. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal
jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi
terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak

memiliki NPWP.
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. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan dalam hal
jenis-jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi administrasi
terhadap SPT tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jumlah pajak yang
dibayarkan Wajib Pajak.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan
penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91
Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jenis usaha Wajib
Pajak.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan
penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91
Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak
memiliki usaha.

. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan
penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91
Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan lama Wajib Pajak
memiliki NPWP.

. Persepsi Wajib Pajak terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 dalam hal persepsi Wajib Pajak terhadap keberhasilan

penerapan PMK 91 Tahun 2015, dan setuju tidaknya penerapan PMK 91
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Tahun 2015 tidak dapat diukur perbedaannya berdasarkan jumlah pajak yang

dibayarkan Wajib Pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada Wajib Pajak orang
pribadi yang memiliki usaha, NPWP dan yang membayar pajak di wilayah
Kota Yogyakarta.

2. Jumlah sampel yang terbatas untuk objek penelitian, yaitu berjumlah 51
Wajib Pajak dan ketidakseimbangnya jumlah sampel jika ditinjau dari jenis
usaha Wajib Pajak.

3. Tidak dilakukannya pra-survey pada kuesioner yang digunakan sehingga
memungkinkan hasil survey yang dilakukan berdasarkan kuesioner tersebut
tidak relevan.

4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan formal.
Pengumpulan data yang cukup sulit dikarenakan subjek yang diteliti adalah
pajak. Responden menganggap bahwa urusan pajak sifatnya adalah pribadi
dan rahasia, sehingga peneliti perlu menjelaskan dan meyakinkan responden
terlebih dahulu bahwa kerahasiaan responden terjamin dan data yang

dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.
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5.3. Saran
Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti berikutnya, diharapkan untuk memperluas daerah atau wilayah
survey serta penambahan kriteria sampel agar data yang dihasilkan dapat lebih

spesifik dengan penelitian yang dilakukan.

5.4. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pemahaman Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) dan persepsi Wajib
Pajak terhadap PMK Nomor 91 Tahun 2015 tidak terdapat perbedaan baik ditinjau
dari jenis usaha, lama memiliki usaha, lama memiliki NPWP, dan jumlah pajak yang
dibayarkan. Sehingga, bagi Direktorat Jenderal Pajak, dalam melakukan sosialisasi
dan penyuluhan terkait dengan pemahaman terhadap Surat Pemberitahuan atau
terhadap kebijakan lain yang berkaitan dengan pajak, tidak perlu membedakan Wajib

Pajak berdasarkan kriteria di atas.
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